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L)a,wasa i‘ﬂi %{esadaran tentanw ’bempa armsnya m&gaidh }iegdhawn
;ﬁi: mas;@nai makin bex’tambah di banyaix ﬂ&“éi‘ﬁ. Sebagai Eius’f;asx, semakin
aﬁvcﬁf kita dengar pernyauaanwpemyatam resni d iti berbagal pememma&am
¥ ﬂ'm; peziunya peningkatan Re“ja sama guna mengatasi kejahdtan mult
hatas kﬁuSLrsxlja dajam bentuk perdagangan mrhoiika (d;ug tmiﬁckmg}
sf:ezawzm teroroanisasi (Qrcramzvd crime} dan terorisme. '

Adalah menjadi idaman banyak negars bila terbentuk sistem yang

awﬂmﬂﬂkmkm meﬁanwaap kemball peﬂ;aﬁm vang lari ke luar negeri memjau
mudah ser“a berlaku yniversal. Bxh hal ini tercapai, maka kecppdtan Droses
penvidikan akan opﬂmai pada gxhrannya ‘hal it }ufsa membdnm meﬂghdm-
bat gerak laju, kejahatan ;ntemasmnai itu sendiri.
LW &Iaupun demikian, reaL siyang: bernad& nasionalis dan pamkm% ternyata
cukup kuat khusu%nya saat menyinggung peran polzs; dan peradilan pidana
Inilah . sebagian kecil dari hamibatan luar biasa yang pasti dihadapai oleh
siapapun saat. hendak mennormuids;mn suat Slswm pencegahan ke}ahdmn
internasiopal yang. komprahenSlf '

g

L ’K‘igﬁ; _Kes'u_iiian Mendasar

Ke%uhtam yang dihadap; pada mtmya herupa tiga hal: Per{ama sitat
dac;ar dari suatn negara modern. Kedua, cara pandang yang ka,rap berbeda
antara polisi dan pemerintah meng,eml masalah kerja sama kepolisian
Internasional. Ketiga, adanya persoalan besar mengenal bagaimana cara
terbaik dalam mengelola fembaga kerja sama tersebut. '

Kesulitan pertama amatlah fundamental. dokirin kedaulatan diketahui
diterima secara universal, termasuk kedaulatan dalam pelaksanaan peradilan
dan penegakan hukum pidana. Baik pemerintahan liberal, sosialis, demokrat
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- maupun otoriter. %ekahprn tumydi’* sama sama mﬁngamﬁ paﬁdangan bahwa _

Mamiahnya implzé.asr upay&p ncegahan i{ﬁjﬁhahﬁﬁ ternyata amat serius. :
"Peny:dzkan}ff:jahﬁanmternasmnaikaap E;'ﬂ;;erhadmgfembﬂ%temhek Parp - -
p@ﬁ_}&h‘li sumgm aklbamya dapat mew@rgamqlr dm secara Lransm‘sioml
contoh aéa?ah amat- munckm bdg,i seseemnw memzhm ban y'ak pa.spar Ciaidm' -
- -mngka persiapan barbuat %e:a}ahacm tanpa terdeteksi. '

Kesulitan kedua masih kaitanaya denffan kesulitan sei}ulumnjya Bik e{:mui
‘bahwa'tujuan penyidikan kriminil oleh polisi adalah membawa si penjahat ke
depan peagarjﬂan i’iaSIGﬂ&ﬂ yang mengamui‘ im?mm nasmnal pula. Walaapun
pada '-'.hanyaa: negara iclah tex‘jadz sedikit pengikisan men zenai faharm
kedaulatan negara y&nff absoit.t berkat telah dzammya kﬂﬁv@;zm—kenvemz
'm&ﬁwenm hak azasi namun peradaim kmmmal telap merupakan hak egskluﬂm"
negara sekaligus’ merupai«:an pemermman ia‘%a Pea{hian dau masyarag{at
setempa{ \
- ‘Dalam kaitan ma iak ada safupm Y)Pi‘}ﬂﬂ}wn cﬁﬁtdf neﬁaz‘a vang bersifat
'nenyerahka;’a sebaglan mkuasaa‘z} polisional negara ‘dalarn hal penegdécan
kriminal kepada oforitas mturnaswnai negara dalam hal Deqeﬁakan kriminal
kepada otoritas internasional.’ }cemdsamd poim dewasa int pada da%amya
hanyalah sesual dengan. kesepakd&m anfar negam-nwam tertentu $ecara
bilaeral atau trniateral Lagi puia ddidm peidksanamnya teiap hdrus tunduk
'pada hu}mm yanw berlaku di ma%mg—masmg negara tersebut,” '
_ Hal, ini pun yang membatasi tingkat kerjasama pohsz pada sekedar
periukaram informasi dan intelejen mengenai kejdhatan saja. Kalupun ter_]ddl
koordinasi antar instansi kepolisian, sifatnya masih ad-hoc saja. Kerja sama
operasi kepolisian yang terintegrasi sejauh ini  tidak atau belum
dimungkinkan selama teori dan prakiek kedaulatan negara tidak berubah.

Di pihak lain, baik polisi, ahli hukum maupun eksekutif di pemerintahan
di banyak negara juga kerap memiiiki panaanﬂan yang berbeda perihal
kerjasama kepolisian internasional. Hal ini cukup wajar mengingat ketiga
kalangan tersebut memiliki kondisi kerja dan kepentingan yang berbeda. Bagi
kebanyakan polisi, misalnya, kejahatan internasional bisa jadi terhh&tsebagdl
masalah kecil dan marjinal. Di mata mereka, masalah yang penting dan
mendesak adalah, sebagai contoh, kekerasan oleh kaum muda atau kekerasan
dalam rumah tangga,

Masih dalam kaitannya dengan ke daulatan negara-negara dan k@rjasamcz
internasional bagi pencegahan kejahatan, terd&pat pemikiran yang menuju
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g)ada. peng abunﬁan Ecejahatan terdapdt pemikiran yang menuju pada
penggabungan {(pooling) kedaulatan guna menghadapi ancaman kejahatan
yang benar-benar serius serta untuk meningkatkan efektifitas penegakannya.
Tenty - saja hal sini mem'hutuhkan semacam .perasaan -dunia (infernational
sense); yanﬁ kumng lebih: berupa kesadaran bahwa terdapat kewaiiban untuk
*'memelihara keamanan ‘dunia-dan tidak hanya mengurusi dalam negeri saja:;

- Pada titikini; kita masuk pada masalah ketiga yakni bagaimana pola atau
'sxsiem terbaik guna-menata. kerjasama internasional-tersebut. Penggabungan
- kedanlatanimemang akan menghasilkan-fasilitas memadai (dan dana yang:
-basaa) bagi dlian%ungkannya operasi kepohsxan gabangan Tapi. hal-iny;
menurui. banyak zhli, t:da}c akan menghilangkan problema praktis - yang
~sebelumnya telah 1 muineul et hendak merancang bentuk-bentuk kerjasama.

Bahkan kaiaapun per soalan teknis tadi bisa diselesaikan, eksistensi. darx
yurisdiksi kriminal yang s&lmw terpisah antar negara.itu-sendiri akan selalu
menghadapi masalah. Masalah tersebut berupa transfer informasi antar
mereka sendiri, Dewasa ini,-laporan mengenal aktivitas kriminal di_ satu
negara. dikomunikasikan dari. satu. yurzsdka ke yurisdiksi lain bxasannya
menyangkut dua hal: terdapamya kecurigaan . (suspzczon} dan bukti atas
kejdhaian tertentu fevidence), -

‘Hhususnya informasi mengenm kecur;caan bahwa telah atau akan ter;adx -
ermm&htas tertenty dapat secara-langsung dikomunikasikan antar instansi
kepolisian masing-masing negara{anpa atau melalui saluran diplomatik, yang
terkadang memerlukan keputusan peradilan setempat terlebih dahulu. Sama
dengan itu, hak: untuk -menangkap tersangka haruslan sebelumnya telah
merniliki ototoritas hukum dalaim yurisdiksi dimana tersangka ditemukan. -

-+ Dalam prakiek, "the red notice" dari interpol (permohonan penangkapan
internasional) biusanya telah dianggap sebagai sesuatu vang defacto. Sudah
lazim pula dimnengerii bahwa catatan untuk memberikan ijin penangkapan
tanpa. menunda-nunda ini harus diberikan setiap negara bila permohcnan
penangkapan telah disertai bukti pendukung.

Yang rumit adalah, bila negara yang dimintakan ijinnya adalah negara
penganut prinsip "habeas corpus” dan dimana pengadilan di negara tersebut
mempunyai hak otomatis untuk melakukan pengujian langsung atas bukti-
bukti. Hal ini tentu -akan memperlambat pemberian jawsban guna
penangkapan tersangka. Padahal, kecepaian menangkap tersangka dan
mengumpultkan bukti-bukti amatlah penting bagi suatu penyidikan kejahatan.
Terhadap kelambanan proses ekstradisi ini, penjahat-penjahat vyang
heroperasi dalam skala internasional ini tentu akan bergembira karena
kemungkinan lolos dari kejaran hamba hukum akan lebih besar,
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Orf”amse'«;ﬁ ﬂolzaz yaﬂﬁ memadai guna mengatam ke;ahamﬁ lulfai
upnumnya tidak hgi memadai’ bﬂa dihadapkan’ pada kejahatan’internasionsl,
Tapi/ sebutan'mengenal apa yang 10&@3& dan apa yang internasional it sendiri
datam banvak'kasus selalu berubah, Dikatakan demikian, karena selalu
muhgm* suatukejahataniokal bwdampaiq internasional dan sebaliknya. Yang
- mengkhawatirkan adalah; bitathal ftudilihat dalam kaitannya dengan sumber

daya’, mazm%za mhs; y ang z:#lah memm sE ﬁ{emdmpuan menangam ie;ahamn' '
‘!memau{ma? R :

- Polist’ yang rtugas daidm penyzdikar} kr;m:nal berskald wtn,rnasmnai
"umz,..rnnya mﬁﬂﬂemaangiaa ‘dua “prioritas; efektivitas dan biayaz vang
%armdah—rend&h‘lya dikaitkan dengan waktu dan penggunaan sumber daya,
Interpol” dalam hal“ini- selaly berupaya mengutamakan dua hal tersebut,
betapapun kemudian banyak disorot-oleh negara-pegara anggotanya. '

Dalam kaitan itu, kerap muncil pandangan yang berbeda antara perwira
Vang ‘nemgas di'markas interpol dan yang bertugas sebagai atase diplomatik
maupun sebagai perwira penghubung antar biro nasional Interpol di tiap-tiap

egara (MNCB). Perbedaan biasanya muncul dalam hal preferensi penanganan
kasus-kasus internasional serta cara penanganan kasus itu sendiri. Hal itn
dipertanyakan- khususnya-oleh polisi yang bertugas di luar interpol, saat
mengamati - cara kerja- organisasi fersebut yang dia:wgapaya' "misterius,
berdimensi luas namun dapat-dimanfaatkan oleh siapa saja”.

"Dikerahui pula bahwa kalangan perwira penghubung-m NCB pada
umnmnyzz ‘memang memiliki perhatian pada efektivitas dan hasil dari suatu
kerja sama, Khususnya mengenai kontribusi dari kecepatan komunikasi, atau
bahkan daripada pemerintah sendiri, terhadap tiga macam kesulitan,

Kesulitan pertama adalah kesulitan dalam memberantas kelompok atau
komplotan kelahatan internasional. Kedus, kesulitan mengefektitkan program
kerjasama dikaitkan dengan yurisdiksi yang berbeda antar negara. Ketiga,
kasulitan dalam pemahaman bersama tentang kejahatan internasional akibat
perbedaan tata organisasi serta peran polisi di berbagai negara.

- Walau demikian, banyak kalangan kepolisian sendiri, khususnya yang
pernaly bertugas di lembaga indernasional seperti: interpol, menganggap
kerjasama kepolisian antar negara sebagai lebih menyangkut persoalan teknis
ketimbang kegiatan yang mengandung muatan p{ﬂ]i;q yang tinggi. Guna tetap
memperizhankan bentuk kerjasama pada level kepolisian, mereka yang
khusus hertugas di Interpol harus sekuat mungkin meminimalkan masuknya
elamen nolitis.

Falan pemikiran inilah vang memungkinkan masuknya Kuba, Libya dan
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© Suriah sebagal anggota Interpol, padahal ketiganya dikenal sebagai negara
" yang aktf melancarkan aks teroris ke negara lain. Terorisme, dalam
pemghaman Inierpel, memang hanya dianggap kejahatan biasz yang
mengganggu keamanan dan tidak dilihat kaitan politisnya.. et
Dalam kondisi tarik menarik -_aa_ta_;a_pemerintah dan kepolisian, banysk
perwira senioz.kepolisian falu menganggan pemerintahan dari negara yang
lebih tinggi tingkat demolrasinya; sepertizmasyarakat barai, lebih mudah
dipengaruhi oleh para ahii hukum dibanding oleh polisi. Hal itu disebut
-mengingat banyaknya persetujuan kerjasama antara sistemhukum dibanding-
' %{an'pgfsemjuan'%{éfjas_ama'ké:p(}lisian. Pada umumnya kepolisian juga amat
sadar bahwa pemerintah kerap ditekan oleh berbagai pihak di dalam negeri
“untuk mengonirol dan mengendalikan polisi guna memelihara kemerdekaan
individual, Hal ini lagi-lags menimbuikdn hambatan politis guna mencapai
gtonomi kepolisian dafam upaya pembentukan suatu kerjasama intgrnasional.

Eksistensi anermnyakan B '

Kurangnya dukungan dan rencana yang kukuh bagi sistem kerjasama
yang baru adalah kendala wtama untuk maju, Ketika negara-negara besar
mulai memberikan dukungan, maka digepakatilah. konsensus tak resmi
dikalangan 146 negara anggota Interpol mengenal keperluan akan sistem
global pertukaran:informast mengenai masalah kejahatan. Drrencanakan
kemudian, akan diadakan forim dimana, misalnya, petugas intel-kriminal
dari semua negara dapat saling berdiskusi."Juga pada waktu itu dipikirkan
mengenai pembuatan forum menuju fersusunnya manual dan koordinasi

' intas -batas. Jasa-jasa inilah yang kemudian disediakan

penvidikan kriminal 1
oleh Interpolss - & . L

Masalahnya, “kerap terdapat skeptisme’ di kalangan tertentu dari
kepolisian sendiri mengenai kemampuan organisasi tersebut. Tuduhan yang
paling sering dilontarkan: adalah - bahwa markas besar Interpol tidak
memenuhi profesional, bahwa sistem. komunikasinya lambat, dan bahwa
terdapatnya: pemikiran guna mengembangkan kerjasama-yang lebih ideal
yakni yang memfokuskan pada upaya -mengatasi- beberapa kejahatan
internasional saja. o

Kritik bahwa interpol dewasa ini sudah terlalu besar juga memiliki
substansi. Regionalisasi memang telah diperkenalkan, tapi yang berjalan baik
hanya di wilayah Eropa. Sedikit pengecualian adalah kelompok ASEAN
dengan ASEANPOLnya. Apakah regionalisasi ini akan mengambil alih peran
Interpol, hal ini juga masih dipertanyakan.

e T e T 4
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' mesu gawalnya perundmg&n perdagangan antara Peme‘r’intah
: '}Amﬂ*ma %n%ai dengan.Jepang, maka pada tanggal 4+ Maret-1994. yarzg i'ﬂu
'_?amermuém Amerika Serikat, (AS) men@ambﬂ reaksi keras berupa penerapan
Kausul Sm;er 301", Klausui ‘Supér 301 dari Omanibus Trade and Coinpe-
titiveness Act of 1988 ini memberikan ‘wewenang kepada Presiden AS untuk
_menjaiuhkan sanksz perdaganﬁan kepdda negdraﬂzegara partner dagaﬁﬁnya
yang’ dinilai melalukan” prakiek perdagangan curang. Tuduhan prakiek
perdagangan curang terhadap pasar Jepang terhadap produk-produk AS,
'khususnya produk telekomunikasi yang diproduksi oleh Motorola Inc.
Sedangkan surplug perdacanﬂdn Jepano terhadap Amerika telah mencapai
lebih dari 60 milyar doliar' AS. Saat ini Pemerintah AS telah mengancam
akan menaikkan tarif impor teiepon gengcam buatan J epang serta membatal-
kan, perjanjian penurunan tarif impor produk elekironik Jepang yang telah
disepakati dalam Putaran Uruguay-GATT dibulan Desember 1993 yang lalu,
Apabila sampai pada batas waktu tertentu Jepang tidak melakukan perbaikkan
atas praktek perdagangan curangnya, maka ancaman sanksi dagang ini akan
"dxaktlikan dengan suatu perintah eksekutif oleh Presiden AS. Bahkan
ancaman Super 301 ini masih juga terus digemakan oleh AS di hari-hari
terakmr menjeiang dxtandatanframnya secara resmi dokumen final Puoiaran
Uruguay di Marakesh 15 April lalu, walaupun pihak Jepang telah berusaha
menyusun paket reformasi ekonomi terbarunya yang bertujuan membuka
lebih lebar pasar Jepang terhadap produk-produk impor.’

Tindakan AS ini telah mengundang kecaman dari banyak negara
penandatangan GATT (Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan). Negara-
negara Asia-Pacifik maupun Masyarakat Fropa telah sepakat untuk
menentang pemberlakukan Super 301 oleh Pemerintah AS, karena tindakan
sepihak/unilateral tersebut dinilai telah merusakkan kesepakatan GATT, yang

' AS Ancam Berlakukan Sanksi Terhadap Jepang, KOMPAS, Maret 1994, hal. 14.

-y e e e



-m;riujuan menciptakan arug pe:daﬂangm bebas yvang adil, dimana AS juga
-memam salah satu negara. pewﬁama ‘Di gamping it tindakan unilateral AS
‘ini jnga dinilai telah melanggag kesmakafan Umﬂuéy Round tentang
pmseﬁw *}Lﬂvelasaxan sen_«ket dmar ng,ﬁ‘a peseﬁa GATT

. Buper 301 -

ejar gzh penerapan pasal 301 ini diawall ketika Kongres AS menyimpul-
kan puimya periindungan bagl pihak swasta/individu Amerika yang secara”
' mrwngi am_gzka;n oigh kehzjakan perdagmvan pﬁmermﬁ@h aé,mg Sebagaima— '

'Qwaata/purofanwan ymg merasa ézmg;é{am oie‘} z‘iﬁi}ij'ika'ﬁ perd géﬁgaﬂ suatu
___Pemﬁrmtaa asing. . Sehmgga Kongres kemudian memberi mandat pada
Presiden AS meidlu; Section 301 dari dee Aci af 1974 untuk meiakt.kan
_..s.md&k&;z mi&saﬂ agas . pmki }q perdagangzm cumng Pﬁmermtah asmg, yang
menigikan warga AS. J

. Te ah be’aiangkah ?emermt&h AS manja‘uhﬁfan sanksi umiateral kepacla
negara- fegara mitra {ia%nﬂ";ya dengan ‘bersenjatakan pasal 301 dari Uy
Pém gangan. aomagtmnya Antara lain pada tabun 1980, Presiden Jimmy
Carter dalam ‘kasus ‘Border Brogdcasters mengancam akan menerap%:an
sanksi daﬁwg berwz;md penerapan pajak penghasiian secara penuh kepada
perus; mdd‘%—perzz%&haan Kanada yang memasang iklan di te‘ievxsz dan radm AS
yang ditujukan pada Gnsumeﬂ/masyérakat AS? .
o Bahkan da‘wan maksud untuk lebih memperkuat sanksi dari pasai 301
tersebui, . khusuenya . Lﬁnhadap negara-negara yang kebal terhadap sanisi
daﬂ’ang yang dijatuhkan Pemerintah AS, maka diundangicanlah amandemen
dari Trade Act of 1974, vaitu, Onnibus Trode and. Compennveness Act of
1988 yang memuat ki-usul baru Super 301 dan Special 301. Special 301
ditujukan terhadap negar TS peianggar hak mihk intelektual AS,

* John H. Iackson & Wsi]mm J Dway, Lega! Prablams of fsernazional Econamm Relanons Cases,
Materials and Text, West Publishing Co., St. Paul, Mzﬂmwea fal. 821-822.

Kasus ini diawall sewakin Pemeriitah Kapadaa menohapua&an fasilitas income tax deduction
(pengurangan pajak penghasilan terhadap perusahasn-perusahaanKanada yang memasang iklan
di televisi dan radio AS yang berlokast di perbotssan AS-Kanada. Peraturzn perpajakan
Pemerintzh Kanada ini telsh mengakibatkan perusahaan-perusahaan Kanada tidak bersedia lagi
memasang iklan di televisi dan radio AS tersebut, sehingge berakibat merugikan 15 pemegang
ligznst telovisi AS.
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'sedanrfhn Super 301 dnujakan terhadap ﬁegam-ﬁegara peldngga.r nerma
'ddg&no yang fair, T

“+Selamia ini; ?emermfah AS telah me‘qerapkaﬂ Super 301 terhadap :
Eepang, Brazﬂ dan"India, seria menempkan Special 301" terhadap banyak
. negara. pelang ar hak milik ‘intelektuaal produk AS, termasuk Indonesia.®.
Walau banyak dikecam 5ebagal melanggar norma-normaa GATT, pasal 301
- Super 301 dan Spacxal 301 telah terbukti efekiif untuk menekan Pememnta%z
‘negaraasing agar nerubaﬁ kemjakar 1per ﬁagangannya yang dinilai mf—‘-rug an.
-kepentmgan warga “AS. Beberapa contohnya adalah seperti apa yang telah
dilakukan Pemerintali“Jepang saat ini yaitu mengeluarkan paket reformam
: e‘mnommya untik membuka’ ‘pasar:lebih fuas pada produk-produk impor: di
pasaran-Jepang,” termasuk migmberikan peiuang febih besar pada produk
telepon Motorola di pasaran Tokyo-Nagoya *, dan apa yang telah diiakukan
Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan UU Hak Cipia No. 7/ 198? yanc
memperbahami UU Hak Cipta No. 6/1982.

*“Hanya: saja, pemakaian klausul-klausul tersebut oleh Pemerintah AS
seakan menunjukkan bahwa AS telah’ mengalan%::an kebijakan pefdaganwan
luar negerinya secara tidak konsisten dengan norma-norma GATT yang
disepakatinya bersama mitra dagangnya. Sikep Pemerintah AS yang
“bermuka dua” untuk mempertahankan penggunaan Super 301 ini tidak dapat
dilepaskan dari landasan bukum dan séjarzh berlakunya GATT di AS,
sebagaimana diungkapkan dalam bagian selanjutnya dari tulisaan ini, =

- -GATT di AS
Inisiatif - untuk * memperbaiki keadaan perekonomian dunia yang
memburok setelah Perang ‘Dunia H datang dari AS di tahun 1946 dengan
idenya untuk membentuk ITC: (Imernational Trade Organization) dan
GATT. Berbeda dengan ITO yang dirancang sebagai organisasi pengelola
perdagangan internasional, maka GATT sejak awalnya hanya disusun sebagai
suatu perjanjian pengurangan hambatan perdagangan antar negara di dunia.
Namun lembaga ITO, yang ide pembentukannya dicetuskan oleh pihak

eksekutif AS, pada akhirnya tidak pernah terbentuk karena Kongres AS
selalu menolak usul pihak ekselkutif untuk mensahkan keanggotaan AS di

® Craig Joye, et al., Copyright Law, Matthew Bender, 1991 hal. 994,

Y AS de pane Sepakar Menehindari Perane Doeane. EOMPAS. 17 Maret 1004 hal 4
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CITO. Hal ind i:@rjadn i tahun. 1930, di sast mayoritas anggota Kongres: A“%
bersikap iebih konservarif terhadap isu-isn perdagangan internasional, dan
tidak ingin AS terlaly banyak teilibat dengan masalah ekonomi yang dihaciapl
ol né&gar&negam diluar- AS Hai ini, kemudmn snempengaruhi negara-.
negara. Eairn a.;tida%; L«zg; m@gw_ﬁ dkan ade pembenm%kaan iambaga éT(} dx.. :

B;emeda immya dengan g}ef‘jaﬁjzéﬁ: GA’I"{ yang pada aﬁmimya é&pat .
dilaksanakan setelah Presiden AL membmkan persefujnannya yang. dikenal
sebagai Execuiive Agreemeny, tanpa harus meminta persetujuan: Kongres;, -

Sehmé,ga dengan kematian ITO, GATT secara otomatis kemudian. mﬁmam—

kan peran. s&nfimi di ﬁaiam gmem perdagangan mmm,smnai Hanya.saiz,

,%{ongres AS sampai saat ini.tidak pernah memberikan persetujuan secara
eksplisit agar GATT dapai. sﬁnherm{hkan sebagai freqry yang mengikat AS.
Sehingga status GA’E’T di AS %anjalah sebagai exgcm.;w ag?eﬁmefzz‘ {Em
bukan rreary. '
- Keadaan ini yang. memy@mh}’éﬁ smms GATT {ia%am haknm AS qarmg
dwugat Konstitusi  AS . tidak . mengenal -Execufive - Agreement sebagai
perjanjian internasional. %aﬁg dikenal hanyalah sreery. Pasal 11 avar 2
Konstitusi AS smenyebutkan bahwa zreasy dibuat oleh - Presiden denga‘;
bantnan dan persetujuan Senat. . -

Walau belum . ada.satupun Pengadiian AS yang manyaiakan bahwa
OATT bukar perjanjian internasionsl yang mengikat AS, pihak Kongres
selalu mengambil sikap yang beroposisi terhadap GATT. Dalam berbagai
ketetapannya tentang masalah-masalah perdagangan, Kongres beruiang-uimg
menyebutkan bahwa mereka belum pernah memberikan persetujuan maupun
penolakannya atas GATT. Demikian pula, House Commerce Commiitee
dalam Iaporannya di tahun 1983 men vebutkan bahwa GATT adalah sebuah
executive. ogreement yang tidak. pernah diratifikasikan oleh Senat gesuai
ketenttuan Konstitusi AS.® Sehingga dengan sikap Kongres AS seperti ini,
dapailah dikatakan bahwa pelaksanadn GATT di AS sesungguhnya mengaa—
dung cacat konstitusional, . e

. Berbeda halnya dengan keﬂudukan Super 301 dam Ommbus Traa’e and
Competiriveness Act.of 1988 dimana Kongres secara eksplisit-memberikan
wewenang kepada Presiden AS untuk melakukan tindakan balasan terhadap
negara-negara yang melakukan prakiek perdagangan curang yang merugikan

* Iohn H. Jackson & Wiliam I. Davey, ap cit., hal. 255

¢ Johm H. Jackson & William 1. Davey, op iz, hal. 208,
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%{eg}e itingan warga AS. Bahkan dalam rangka pembicaraan "Uruguay
i\mné"_,,_t;amwk jelag sekali posisi yang diambil oleh Eongres AS terhadap
Klausul Super 30Lini, The. Bureu-of Notional Affairs di Washington, DC
daalam laporannya tanggal 8 Januari: 1992 ‘menyebutkan bahwa anggota
Kongres telah mendesak kabinet Presiden Bush untuk memastikan bahwa
GATT dak szkan membahavakan dan tidak akan merubah keberadazn
seciion 301 dani Trade Actof 1974, Eedangkan Senator Lloyd Benisen

- (Menteri Kevangan AS) saat ini yang mengepalai Senate Finonce Commitiee,
pada waktu itn menyatakan bahwa hulum domestik tersebut sangat bbfa?ii

bagi masa depan perdagangan AS dan harus dipertahankan dalam setiap
perjanjian. N

GATT 4di Masa @epzm

“Oleh karena itn, 2kan sangdt menar;k untuk melihat perkembangan sigtus
hukum GATT di AS untuk masa yang akan datang, khususnya setelah
ditandatanganinva dokumen zkhir putaran Uruguay oleh negara-negard
peserta’ GATT, termasuk AS di Marr skesh tanggal 15 April vang lalo. _E—E al
ini “pantas " dicermati untuk ‘mengantisipasi  kebijakan perdagan gaﬁ
internasional AS di kemudian hari Karena sebagal kekvatan ekonomi
terbesar di dunia, bersama Jepang dm Masyarakat Eropa, maka "kepatuhan”
AS untuk menjalankan ketentuan-ketentuan GATT akan menjadi barometer
bagi sukses tidaknyva perwujudan ide perdagangan bebas dan adil di dunia

- Di samping iy, juga merupakan hal vang menarik umtuk’ didlaud
herkaitan dengan rencana Presiden Clinton uniuk secara resmi melaksanakan
ketentuan-ketentuan  akhir Putaran Urugueay, termasuk melibatkan AS
menjadi angeota organisast WTC (World Trade Organization- Organization
Mondiale du Commerce), dan juga rencananya untuk meminta persetujuan
Kongres setelah penandatanganan GATT di Marrakesh tersebut.” "Apakah
sikap Kongres AS terhadap WTO skan sama seperti yang dimilikinys
terhadap KTO dule di tahun 1950 7" adalah merupakan pertanyaan yang
jawabannya akan menentukan masa depan pelaksanaan GATT di AS.

7 Amslic Porges, Final Acr of Urugiay Round Adoptecz’ The American Scciety of International Law
Wewsletter, Janusry-Febroary 1994, hal. 5





